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DAFTAR LAMPIRAN 

Hasil Wawancara Dengan Pihak-Pihak Yang Terkait Eksekusi Hak 

Tanggungan 

1. Wawancara dengan pejabat KPKNL 

Bapak Irvan Bernadian. S (Seksi Pelayanan Lelang Negara) 

1. Bagaimana KPKLN melaksanakan Lelang eksekusi Hak Tanggungan 

melalui mekanisme Parate Eksekusi dan syarat-syaratnya? 

Jawaban : Proses lelang eksekusi dengan mekanisme parate eksekusi kami 

laksanakan dengan diawali adanya permohonan pelaksanaan dari pihak 

perbankan dan seterusnya pihak perbankan melengkapi syarat-syarat khusus 

permohonan lelang di kolom B1 (Persyaratan terlampir). 

2. Bagaimana pula KPKNL melaksanakan proses Lelang eksekusi Hak 

Tanggungan melalui metode Fiat Eksekusi? 

Jawaban : Proses lelang eksekusi dengan mekanisme fiat eksekusi tidak 

berbeda jauh dengan pelaksanaan lelang eksekusi yang berbeda bahwa 

proses lelang eksekusi di fiat eksekusi sudah diawali proses sita eksekusi 

oleh juru sita pengadilan negeri maupun pengadilan agama setempat dan 

selanjutnya dilanjutkan dengan proses lelang eksekusi ke KPKNL sesuai 

dengan syarat-syarat seperti permohonan proses parate eksekusi. 

3. Apakah ada pelaksanaan mediasi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan 

lelang eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan? 



 

 

Jawaban : Proses mediasi tidak menjadi domain ataupun tupoksi dari 

KPKNL dikarenakan pihak KPKNL hanya menjalankan proses lelang 

Eksekusi Hak Tanggungan bilamana dokumen telah dinyatakan lengkap 

dan sudah di verifikasi lengkap oleh administrasi untuk diproses lebih 

lanjut. 

4. Apakah terdapat perbedaan antara pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak 

Tanggungan yang dimohonkan oleh Bank Konvensional dengan yang 

dimohonkan oleh Bank Syariah? 

Jawaban : Tidak ada bedanya. KPKNL melaksanakan proses 

pelaksanaan Lelang eksekusi dengan mekanisme dan tata cara yang sama 

baik yang dimohonkan oleh Bank Konvensional maupun dari Bank Syariah 

5. Bagaimana bila saat pelaksanaan Lelang Eksekusi dilaksanakan oleh 

KPKNL terdapat Gugatan Perdata dari nasabah/debitur sebagai pemilik 

objek hak tanggungan? 

Jawaban : Proses Lelang Eksekusi dapat terhenti bilamana gugatan 

tersebut sudah memiliki putusan yang amar putusannya menyangkut 

terhadap objek ataupun ada perintah pengadilan untuk tidak melaksanakan 

lelang tersebut namun bilamana gugatan masih menjalani proses beracara 

maka proses Lelang Eksekusi tetap berjalan dan tidak dapat dihentikan hal 

ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 

Tanggal 22 Februari 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang terkhusus 

pada pasal 27. 

 



 

 

2. Wawancara dengan Pejabat Pengadilan Agama Kota Medan 

Ibu Roslilawati Siregar, SH (Panitera Pengganti Pengadilan Agama 

Kota Medan) 

1. Dapatkah Ibu jelaskan proses Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan 

Agama? 

Jawaban : Proses pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dapat 

dilaksanakan di Pengadilan Agama dengan metode Fiat eksekusi dengan 

prosedur awal adanya permohonan dari Perbankan khusus kepada Bank 

Syariah untuk melengkapi semua dokumen persyaratan seperti: 

a. Sertipikat Hak Tanggungan,  

b. Sertipikat bukti kepemilikan,  

c. Jadwal Angsuran/Repayment Schedule  

d. Bukti telah melakukan wanprestasi seperti bukti jatuh tempo atau 

surat peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga 

e. Bukti nasabah telah menerima uang pembiayaan Bank 

f. Dll 

Setelah persyaratan itu dilakukan Nazegelen untuk penyempurnaan berkas 

dan diverifikasi kemudian diterbitkan penetapan Aanmaning untuk 

dipanggil oleh ketua Pengadilan Agama dengan maksud diberikan teguran 

berupa debitur membayar ataupun melunasi pembiayaan tersebut dengan 

jangka waktu 10 hari kerja. Selanjutnya apabila debitur tidak juga 

melaksanakan pembayaran maka berlanjut ke proses Sita eksekusi dan 

diawali adanya penetapan eksekusi. Berdasarkan penetapan tersebut, Juru 



 

 

Sita Pengadilan Agama mendatangi objek Hak Tanggungan untuk 

diletakkan Sita terhadap Objek Hak Tanggungan dengan terlebih dahulu 

dilakukan pengukuran luas secara menyeluruh objek hak tanggungan. 

Kemudian dilanjutkan ke proses Lelang Eksekusi yang dilaksanakan oleh 

KPKNL. Apabila proses Lelang berhasil dan diperoleh pemenang lelang 

maka diterbitkanlah Risalah Lelang dari KPKNL untuk selanjutnya 

memasuki proses pemabayaran pajak. Proses terakhir apabila dalam proses 

penguasaan asset dan ternyata asset masih ditempati atau dikuasai oleh 

debitur maupun pihak lainnya maka kreditur dalam hal ini Bank Syariah 

dapat meminta kembali bantuan Pengadilan Agama dibantu aparat hukum 

untuk dapat melakukan proses pengosongan asset.  

2. Menurut Ibu apakah seluruh Pengadilan agama sudah melaksanakan proses 

eksekusi Hak Tanggungan yang berasal dari seluruh Bank Syariah? 

Jawaban : Sepengetahuan saya sudah, terkhusus di Pengadilan Agama 

Kota Medan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU/X/2012 

Tanggal 12 Juni 2012 kami sudah mulai menerima permohonan eksekusi 

Hak Tanggungan oleh beberapa Bank Syariah. 

3. Apakah dasar hukum peradilan agama dalam melaksanakan Eksekusi Hak 

Tanggungan? 

Jawaban : Jelas sudah bahwa dasar hukum Pengadilan Agama dalam 

melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan diawali dengan Undang-undang 

Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006 khusus pasal 49 huruf (i) yang 

menambahkan kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili sengketa 



 

 

ekonomi syariah yang sebelumnya belum diatur pada Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian undang-undang perbankan syariah Nomor 

21 tahun 2008 khusus Pasal 55. Secara jelas termuat dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi No.93/PUU/X/2012  dan yang terakhir undang-

undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

4. Dalam proses pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan apakah dilaksanakan 

proses mediasi atau islah sesuai dengan syariah Islam? 

Jawaban :Sampai saat ini proses mediasi tersebut belum terdapat dalam 

aturan per undang-undangan didalam pelaksanaan Eksekusi Hak 

Tanggungan dengan menggunakan metode Fiat Eksekusi karena belum 

diatur secara spesifik seperti pelaksanaan gugatan condemnatoir melalui 

PERMA Nomor 1 tahun 2016 jo Perma Nomor 1 tahun 2008 pelaksanaan 

Eksekusi Hak Tanggungan hanya melakukan aanmaning/Teguran kepada 

debitur atau nasabah untuk melaksanakan pembayaran pelunasan dalam 

tempo yang singkat. 

5. Apakah Hakim di peradilan agama tidak dapat berijtihad untuk 

mengeluarkan sebuah yurisprudensi bilamana acuan peradilan agama dalam 

melaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan masih menggunakan dasar 

hukum aturan hukum konvensional? 

Jawaban  : Hal tersebut pastinyadapatdilakukan dan selalu dilakukan oleh 

hakim-hakim di Peradilan agama untuk selalu mengisi kekosongan hukum, 

yurisprudensi para hakim juga digunakan sebagai preseden apabila 

dikemudian hari menemukan kasus-kasus hukum yang berkenaan namun 



 

 

didalam proses Eksekusi HakTanggungan khususnya melalui metode Fiat 

Eksekusi hakim tidak mendapatkan ruang dalam melakukan ijtihad maupun 

mengeluarkan yurisprudensi karena proses nya yang tidak melalui gugatan 

perdata biasa namun langsung melalui KetuaPengadilan Agama 

dikarekanan kekuatan  Titel Eksekutorial yang kekuatannya sama dengan 

putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) 

3. Wawancara dengan Pejabat Perbankan Syariah 

Pinta Nailah Lubis (Kepala Cabang Bank Mega Syariah) 

1. Bagaimana menurut ibu pengaturan untuk seorang nasabah dikatakan 

nasabah dengan kategori pembiayaan bermasalah 

Jawaban : Seorang nasabah dikatakan menjadi nasabah dengan kategori 

Pembiayaan Bermasalah bila nasabah tersebut menunggak terhadap 

kewajiban pembayaran hutangnya atau tidak membayar cicilan sesuai 

dengan nominal yang disepakati di akad dan di jadwal langsung pada saat 

perikatan dilaksanakan, di Perbankan syariah juga digolongkan nasabah 

Pembiayaan bermasalah berdasarkan jumlah hari menenunggaknya sesuai 

dengan ketentuan pada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.03/ 2019 

tanggal 27 November 2019 Pasal 11  yang mengatur tentang: 

a. Kolektibilitas 1 - Lancar  (Tunggakan 0 Hari) 

b. Kolektibilitas 2 - Dalam Perhatian Khusus (Tunggakan 1-90 Hari) 

c. Kolektibilitas 3 - Status Kurang Lancar (Tunggakan 91- 120 Hari) 

d. Kolektibilitas 4 - Diragukan (Tunggakan 121 – 180 Hari) 

e. Kolektibilitas 5 - Macet (Tunggakan lebih dari 180 Hari) 



 

 

2. Bila nasabah gagal bayar apakah Bank syariah langsung menempuh upaya 

eksekusi atau mengedepankan mediasi atau islah terlebih dahulu? 

Jawaban : Sesuai prinsip-prinsip yang ada Bank Syariah pastinya 

mengedepankan win- win solusi terkait dengan mencari solusi terkait 

penyelematan pembiyaan nasabah namun hal ini tidak terlepas dari tindakan 

kooperatif nasabah dan juga faktor-faktor yang menyebabkan nasabah gagal 

bayar juga tidak terlepas dari penilaian komite pembiayaan bermasalah 

Bank Syariah. 

3. Apakah ada syarat tertentu ataupun setiap nasabah selalu mendapatkan 

keringanan atau rstrukturisasi pembiayaan apabila debitur sudah gagal 

bayar sesuai dengan perintah ALLAH SWT di dalam alquran surah al-

baqarah ayat 280? 

Jawaban : Tidak semua nasabah otomatis mendapatkan fasilitas dalam hal 

dispensasi pembiayaan karena akan banyak faktor yang dipertimbangkan 

oleh bank dalam menyetujui atau menolak permohonan nasabah tersebut. 

Hal ini karena Bank juga harus memperhatikan NPL (Non Performing 

Loan) kemudian melihat rasio FTV (Financing To Value) jaminan tersebut 

terhadap nilai pembiayaan yang diberikan serta melihat potensi daya jual 

asset tersebut terhadap pasar dan yang terpaling penting saat ini adalah 

seluruh Bank Syariah bahkan Bank Umum harus melaporkan dan meminta 

persetujuan kepada Lembaga OJK untuksetiap kali melakukan revitalisasi 

proses baik itu Restruktur dengan metode Reschedule maupun Revisi. 



 

 

4. Jika jaminan nasabah sudah harus dilaksanakan Eksekusi Hak 

Tanggungan apakah sebelum proses itu dilaksanakan sudah diadakan 

kembali proses islah / mediasi? 

Jawaban :Tidak adalagi proses mediasi di dalam pelaksanaan Eksekusi Hak 

Tanggungan karena biasanya sebelum sampai ketahapan Eksekusi Hak 

Tanggungan pihak Bank Syariah terkhusus bagian pembiayaan bermasalah 

sudah melakukan panggilan dan bahkan penerbitan surat peringatan 1,2,3 

kepada nasabah untuk dapat segera memenuhi kewajiban angsurannya 

5. Bagaimana jika di dalam proses eksekusi nasabah /debitur melakukan 

perlawanan hukum dengan melakukan gugatan perdata? 

Jawaban : Menurut hemat saya yang biasadisampaikan oleh Bagian Legal 

kami bilamana kami melakukan proses Eksekusi Hak Tanggungan baik itu 

langsung pelaksanaan Lelang Eksekusi atau disebut juga dengan nama 

Parate Eksekusi ,maupun melalui Pengadilan Agama setempat atau yang 

disebut juga dengan Fiat eksekusi dilaksanakan tanpa hambatan asalkan 

seluruh persyaratan hukumnya sudah terpenuhi ,meskipun ada gugatan 

perlawanan dari debitur ataupun nasabah hal tersebut tidak menyebabkan 

proses Eksekusi Hak Tanggungan menjadi terhenti karena Hak Tanggungan 

sendiri memiliki sifat privilege dan kekuatan Titel Eksekutorial memiliki 

kekuatan hukum yang samadengan putusan hakim yang berkekuatan hukum 

tetap,dan tambahan lagi bahwadewasa ini Bank Syariah lebih memilih jalan 

pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dengan menggunakan Parate 

Eksekusi karena proses yang singkat dan biaya yang murah karena cukup 



 

 

melengkapi dokumen dan langsung proses lelang Eksekusi melalui KPKNL 

setempat. 

Wawancara dengan nasabah Pembiayaan bermasalah Bank Syariah  

Erwinsyah dimnati Panggabean (Nasabah Bank Panin Dubai Syariah) 

1. Sebagai nasabah Bank Syariah apakah alasan bapak memilih transaksi di 

perbankan syariah? 

Jawaban : Jelas alasan saya bertransaksi di Bank Syariah bahkan memilih 

untuk mengajukan pembiayaan modal usahasaya di Bank Syariah karena 

proses yang insyallah sesuai syariat Islam, terhindar dari riba / bunga karena 

menggunakan system margin yang telah disepakati secara tetap dari awal 

pembiayaan hingga akhir pembiayaan. 

2. Apakah penyebab yang membuat kondisi bapak menjadi gagal bayar? 

Jawaban : Dahulu saya Merupakan nasabah sebuah Bank Konvensional 

,saya mendapatkan kredit untuk modal usaha saya namun diperjalanan saya 

tidak tahan untuk membayar bunga berjalan karena yang saya bayar hanya 

bunga saja tanpa adanya penurunan pokok kemudian diperjalanan saya 

membaca dan memahami tentang Bank Syariah yang memiliki kepastian 

pembayaran yang tetap sesuai dengan yang diperjanjikan di akad 

pembiayaan oleh karena itu saya memutuskan pindah bank dengan setelah 

disetujui oleh bank syariah kredit saya dipindahkan ke bank syariah dengan 

mekanisme Refinancing dengan menggunakan akad Musyarakah 

Mutanaqishah dengan tenor pembiayaan 5 (Lima) tahun lamanya, berjalan 



 

 

kredit memasuki tahun ketiga saya mendapati masalah hukum karena 

diduga melakukan sebuah tindak pidana di salah satu pemerintahan di 

wilayah Sumatera Utara pada saat itu saya tidak dapat konsentrasi untuk 

menjalankan usaha karena harus memenuhi panggilan Kepolisian bahkan 

Kejaksaan setempat sehingga tidak dapat saya focus untuk menjalankan 

usaha saya seperti biasanya. 

3. Apakah bapak sudah mengajukan permohonan keringanan kepada Bank 

Syariah tersebut? 

Jawaban : Berkali-kali saya ajukan permohonan Restruktur maupun 

reschedule namun selalu ditolak oleh Bank dengan alasan yang menurut 

saya tidak jelas. Saya sampai berpikir negative bahwa bank menolak 

memberikan saya keringanan karena asset saya yang dijaminkan memiliki 

nilai jual yang tinggi namun yang saya sayangkan bank tidak memandang 

sedikitpun bahwa asset jaminan tersebut merupakan satu - satu rumah 

kepemilikan saya tempat saya dan keluargasayabernaung,saya juga 

bertanggungjawab penuh terhadap usaha saya bilamana diberikan 

keringanan pembayaran maupun kelonggaran cicilan meskipun saya harus 

menjalani hukuman dibalik jeruji besi maka saya dapat pastikan istri saya 

dapat mengambil alih usaha yang kami jalankan karena istri saya sudah 

memahami alur proses usaha kami. 

4. Pada awal proses pengikatan jaminan Bapak apakah bapak sempat 

memahami bahkan mengerti proses dari pengikatan Hak Tanggungan itu 

sendiri? 



 

 

Jawaban : Tidak sama sekali sebelum hari perikatan kami hanyadiberikan 

Salinan dari SP3 (Surat Persetujuan Pengikatan Pembiyaan) atau disebut 

juga Offering Letter. Surat yang kurang lebih 4 lembar ini memuat klausul-

klausul yang nantinya bakal dituangkan didalam isi akad sebagai syarat-

syarat mutlak yang harus saya penuhi sebagai nasabah ataupun debitur. 

5. Pada saat proses pelaksanaan Hak Tanggungan apakah terbuka ruang 

mediasi bagi bapak? 

Jawaban : Sama sekali tidak. Proses tersebut jalan begitu cepat, awalnya 

saya hanya mendapat surat peringatan 1,2, dan 3 dari Bank yang ketiga surat 

tersebut saya selalu jawab dengan meminta keringanan oleh bank namun 

hanya diharuskan membayar cicilan atau malah melunasi atau dapat juga 

saya menyerahkan asset saya secara dibawah tangan yang disebut Bank 

Syariah dengan nama AYDA (Agunan Yang Diambil Alih), setelah itu tiba2 

saya mendapatkan panggilan dari Pengadilan Agama dengan agenda 

pemanggilan Aanmaning/Teguran. Ketika saya hadir saya hanya 

dihadapkan dengan ketua Pengadilan Agama, Panitera, JuruSita dan Kuasa 

Hukum dari Bank dengan agenda inti dari panggilan itu hanya 

mengingatkan saya untuk segera membayar ataupun melunasi pembiayaan 

yang saya miliki paling lambat 10 hari kerja, setelah itu karena saya tetap 

belum memiliki kesanggupan saya dipanggil lagi untuk kedua kalinya ke 

Pengadilan Agama dengan materi yang sama untukdiperingatkan oleh 

Ketua Pengadilan Agama untuk melakukan pembayaran terhadap 

Pembiayaan saya, saya pikir  ini bukanlah sebuahmediasiataupunislah yang 



 

 

seharusnya sesuai tuntunan syariat Islam. Kemudian setelah itu tak lama 

berselang beberapa Juru Sita dan Panitera Pengganti mendatangi rumah 

saya yang saya jadikan objek jaminan pembiyaan saya untuk melakukan 

Sita Eksekusi. Rumah saya diukur secara keseluruhan dan dibacakan nota 

Sita oleh Pengadilan Agama, kemudian setelah itu dilaksanakan Lelang 

Eksekusi dan rumah saya yang menjadi jaminan Pembiayaan siap untuk 

dilaksanakan lelang Eksekusi dan seketika dan serta merta. Ketika 

ditemukan pemenang lelang makaPengadilan Agama siap melakukan upaya 

paksa berupa pengosongan asset yang saya miliki kurang lebih 17 Tahun 

lamanya. 

Wawancara dengan Sekretaris Umum Basyarnas wilayah Sumatera Utara 

Dr. Utary Maharani Barus, SH, MH 

1. Apakah Ibu benar pengurus Badan Arbitrase Syariah Nasional? 

Jawaban : Iya benar saya salah satu pengurus Basyarnas wilayah 

Sumut dengan posisi Sekretaris umum Basyarnas. 

2. Apakah Basyarnas masih aktif dan berjalan serta bagaimana fungsi 

Basyarnas saat ini? 

Jawaban : Masih aktif, dan basyarnas masih berjalan hingga saat ini 

meski sekarang posisi ketua Basyarnas wilayah sumut masih kosong setelah 

meninggalnya Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH. Namun dalam 

aktifitasnya masih terus aktif dan fungsinya yang berperan aktif dalam 

menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi atau arbitrase yang khusus di 

jalur syariah karena untuk non syariah atau umum sudah memiliki lembaga 



 

 

khusus yang bernama badan arbitrase nasional Indonesia atau BANI. 

Basyarnas sendiri selama ini mengerjakan proses mediasi terhadap sengketa 

yang terjadi di bank syariah, basyarnas ini berdiri seiring dengan menjawab 

kebutuhan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diamanatkan oleh 

Undang-undang perbankan syariah Nomor 21 tahun 2018 pada pasal 55. 

3. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa bank syariah melalui jalur 

Basyarnas? 

Jawaban : Dalam proses pelaksanaannya bank syariah yang sudah 

menyepakati dengan nasabah untuk penyelesaian perselisihan diselesaikan 

oleh Basyarnas akan datang menghadap ke pengurus basyarnas agar 

dipilihkan tim arbiter yang dapat ditunjuk oleh basyarnas atau dapat juga 

para pihak menunjuknya asalkan arbiter tersebut benar telah bersertifikasi 

syariah kemudian daripada itu ditentukanlah hari siding untuk pembahasan 

perkara secara mediasi dan apabila hasil mediasi berhasil maka 

dituliskanlah dalam akta perdamaian atau disebut acta van dading. 

4. Apakah bank syariah masih mengajukan penyelesaian sengketa di 

Basyarnas? 

Jawaban : Saat ini bank syariah hampir tidak pernah lagi memohon 

penyelesaian sengketa di basyarnas. Hal ini karena adanya putusan MK 

Nomor 93/PUU-X/2012 yang membatalkan Pasal 55 ayat (2) Undang-

undang nomor 21 tahun 2008 tentang choice of law dan menetapkan 

pengadilan agama adalah sebagai forum tunggal dalam penyelesaian 

sengketa perbankan syariah. 



 

 

5. Apakah Ibu mengetahui bahwa dalam menangani pembiayaan bermasalah 

di perbankan syariah terkhusus dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan 

bank syariah menggunakan basyarnas maka dilakukan upaya mediasi 

terlebih dahulu? 

Jawaban : Yang saya tahu bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi 

disebabkan basyarnas adalah lembaga yang menyelesaikan sebuah perkara 

dengan jalur mediasi atau arbitrase dan mengeluarkan putusan yang bersifat 

final dan binding sehingga bukan sebuah lembaga yang bertugas 

menyelesaikan tingkat awal dalam sebuah sengketa atau eksekusi terkhusus 

eksekusi hak tanggungan yang menurut hemat saya bahwa hak eksekutorial 

sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga 

penegasan dari saya, mediasi dilakukan oleh basyarnas sebelum melakukan 

eksekusi hak tanggungan dari perbankan syariah itu tidak ada. Karena 

pelaksanaan mediasi sendiri melalui basyarnas membutuhkan biaya yang 

cukup signifikan. 


